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ABSTRAK

Koperasi sebagai pilar utama perekonomian Indonesia memiliki
peran penting yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang.
Namun, seiring dengan perannya yang penting, berbagai isu
keamanan simpanan anggota muncul. Regulasi penjaminan
simpanan bagi anggota koperasi di Indonesia masih tergolong
ambigu dan tidak menyeluruh. Kekurangan dalam regulasi ini
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian
lebih lanjut bagi anggota koperasi. Perlindungan hukum untuk
dana anggota sebenarnya sempat diatur dalam Pasal 94 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, yang
mewajibkan pemerintah membentuk lembaga penjamin
simpanan. Namun, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 028/PUU-X1/2013, Undang-Undang Koperasi Nomor 17
Tahun 2012 tidak berlaku lagi, sehingga ketentuan Pasal 94 pun
menjadi tidak berlaku, sehingga tidak ada kepastian hukum.
Maka dari itu, hal tersebut perlu diketahui terkait bagaimana
kepastian hukum dalam penjaminan simpanan bagi anggota
koperasi di Indonesia? dan bagaimana regulasi pengaturan
penjaminan simpanan bagi anggota koperasi dalam perspektif
maslahah?

Jenis penelitian in1 adalah termasuk pada jenis penelitian
kepustakaan (Library Research), yang memfokuskan pada
penggalian dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber
tertulis serta literatur relevan dengan topik yang diulas. Studi ini
mengambil  bentuk  deskriptif-analitis, dengan  bagian
deskriptifnya ' ditujukan ‘untuk - menguraikan ‘secara terperinci
fenomena atau fakta yang diamati, memberikan data spesifik
mengenai subjek.

Penelitian ;ini menunjukkan sbahwa kepastian hukum
dalam penjaminan simpanan bagi anggota koperasi di Indonesia
tidak menjamin kepastian hukum bagi anggota koperasi. Selain
itu, dari perspektif maslahah juga belum memberikan
kemaslahatan bagi anggota koperasi, karena regulasi penjaminan
simpanan belum memberikan keamanan bagi nasabah dan
banyak menimbulkan kemudharatan, sehingga regulasi
penjaminan simpanan belum memberikan Maslahah.

Kata kunci : Koperasi, Regulasi, Kepastian Hukum, Maslahah
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ABSTRACT

Cooperatives as the main pillar of the Indonesian economy
have an important role that is recognized and protected by
law. However, along with its important role, various issues
regarding the security of member savings arise. Deposit
insurance regulations for cooperative members in Indonesia
are still ambiguous and not comprehensive. Deficiencies in
this regulation have the potential to create legal uncertainty
and further losses for cooperative members. Legal protection
for member funds was actually regulated in Article 94 of Law
Number 17 of 2012 concerning Cooperatives, which requires
the government to establish a deposit insurance institution.
However, after the decision of the Constitutional Court
Number 028/PUU-X1/2013, the Cooperative Law Number 17
of 2012 no longer applies, so the provisions of Article 94
become invalid, so there is no legal certainty. Therefore, it is
necessary to know what legal certainty is in guaranteeing
deposits for cooperative members in Indonesia? and what are
the regulations for guaranteeing deposits for cooperative
members from the Maslahah perspective?

This type of research is included in the type of library
research, which focuses on extracting and in-depth analysis of
written sources.and literature relevant to the topic being
reviewed. This study takes a descriptive-analytical form, with
the descriptive part aimed at describing in detail the
phenomena ' or- facts' ‘observed, ' providing' ‘specific data
regarding the subject.

This research = shows “that" legal” certainty in
guaranteeing savings for cooperative members /in Indonesia
does not guarantee legal certainty for cooperative members.
Apart from that, from a maslahah perspective it also does not
provide benefits for cooperative members. Because guarantee
regulations do not provide security for customers and cause

many harm, deposit insurance regulations do not provide
benefits.

Keywords: Cooperatives, Regulation, Legal Certainty,
Maslahah
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi sebagai pilar utama perekonomian Indonesia

memiliki peran penting yang diakui dan dilindungi oleh

undang-undang. Sebagai warga Indonesia, kita memiliki
tanggung jawab untuk berkontribusi dalam memajukan
ekonomi Indonesia yang berbasis pada prinsip kekeluargaan
melalui koperasi.! Koperasi serta usaha-usaha mikro, kecil,
dan menengah memegang peranan vital dalam ekonomi
nasional Indonesia, yang menjadikannya titik fokus utama
dalam strategi pembangunan ekonomi negara ke depan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Tentang Perkoperasian Pasal 4, fungsi dan peranan koperasi

didefinisikan sebagai berikut:

1. Mendorong dan mengembangkan kapasitas ekonomi
anggota - khususnya 'dan.masyarakat' umumnya untuk
meningkatkan kesejahteraan-mereka, baik secara ekonomi
maupun sosiak

2. Aktif berpartisipasi dalam usaha meningkatkan kualitas

hidup manusia dan masyarakat.

' Sri Zulhartati, ‘Peranan Koperasi Dalam Perekonomian
Indonesia’,  Jurnal  Guru  Membangun, 253 (2010), hlm.
6.<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/gm.v2513.233>.



3. Mengukuhkan perekonomian rakyat sebagai dasar
kekuatan dan daya tahan ekonomi nasional dengan
koperasi sebagai pilar utamanya.

4. Berupaya mewujudkan dan mengembangkan ekonomi
nasional yang didasarkan pada kerjasama dan prinsip
demokrasi ekonomi.

Dengan mengimplementasikan peran, tugas, dan prinsip-
prinsip ini, diharapkan bahwa perkoperasian di Indonesia
dapat berkembang menjadi sebuah entitas bisnis yang
sekaligus menjadi gerakan ekonomi rakyat yang bersifat
sosial.

Melalui penguatan koperasi yang terorganisir dan
berkesinambungan, diharapkan dapat terjadi penyelarasan
dalam struktur ekonomi mnasional, percepatan dalam
pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran,
pengurangan tingkat kemiskinan, revitalisasi sektor
ekonomi nyata, serta peningkatan distribusi pendapatan
yang; lebih merata dipkalangan masyarakat.~Selain itu,
penguatan koperasi juga diharapkan dapat berkontribusi
pada’ peningkatan * capaian* dalam’ ‘bidang ‘pendidikan,
kesehatan, dan aspek-aspek kesejahteraan lainnya bagi

masyarakat Indonesia.”

2 Tukimin, ‘Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia’,
Kultura, 17.1 (2016), hlm. 5542.



Namun, seiring dengan perannya yang penting,
berbagai isu keamanan simpanan anggota muncul,
termasuk  kasus penyelewengan dan kegagalan
manajemen. Terdapat beberapa koperasi yang
bermasalah, dengan total kerugian mencapai Rp 26 triliun.
Pertama, KSP Indosurya: Kasus ini menyebabkan
kerugian sebesar Rp 15 triliun. Bermula pada awal 2020,
banyak nasabah mengeluhkan kegagalan bayar bunga dan
pokok simpanan. Kedua, KSP Sejahtera Bersama (KSP
SB): Gagal bayar ini mulai mencuat pada tahun 2020,
menimbulkan kerugian sekitar Rp 8,8 triliun dengan
korban mencapai 186 ribu orang. Ketiga, KSP Pracico Inti
Utama dan KSP Pracico Inti Sejahtera: Terkait dengan PT
Multi Inti Sarana (MIS) Group, gagal bayar terjadi sejak
sekitar 2020. Kasus ini1 melibatkan permintaan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Keempat, KSP
Intidana: Pada 2022, sejumlah_ anggota mengajukan
gugatan pailit. Kasus ini.berujung pada penutupan kantor
KSP' Intidana.” Kelima, Koperasi“Jasa Wahana Berkah
Sentosa: Disebut sebagai salah'satu koperasi‘bermasalah
oleh Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan dua pengurusnya
menjadi tersangka dalam kasus gagal bayar. Keenam,
KSP Lima Garuda: Gagal bayar dana nasabah mencapai

Rp 400 miliar, dimulai sejak 2020. Ketujuh, KSP Timur



Pratama Indonesia: Termasuk dalam daftar Satgas
Penanganan Koperasi Bermasalah, sedang dalam proses
homologasi atau PKPU.?

Kasus kerugian besar dalam koperasi dapat
menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem koperasi
secara umum. Kehilangan kepercayaan ini dapat
mempengaruhi partisipasi dan investasi anggota di masa
depan, yang krusial untuk keberlangsungan dan
pertumbuhan koperasi. Kerugian nasabah koperasi dapat
memiliki dampak langsung pada stabilitas ekonomi
mikro, terutama bagi anggota koperasi yang kehilangan
tabungan atau investasi mereka. Pada skala yang lebih
besar, insiden ini juga dapat mempengaruhi stabilitas
ekonomi makro, terutama jika koperasi memiliki peranan
signifikan dalam ekonomi lokal atau nasional. Dari
Kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai
keamanan dan kepastian hukum simpanan anggota
koperasi.

Kasus-kasus' " kerugian® = ini =~ menimbulkan
pertanyaan tentang keefektifan regulasi ‘dan pengawasan

yang ada dalam sektor koperasi. Hal ini menuntut

3 Zefany Aprilia, “Ini Dia Pemilik 8 Koperasi Bermasalah Yang
Rampok Duit Rp26 T,” CNBC Indonesia 21 February 2023.
https://www.cnbcindonesia.com/market/20230221072525-17-415492/ini-
dia-pemilik-8-koperasi-bermasalah-vang-rampok-duit-rp26-t, akses 22
November 2023




peninjauan kritis terhadap kebijakan dan mekanisme
pengawasan yang diberlakukan pemerintah dan lembaga
terkait. Penjaminan simpanan menjadi isu krusial untuk
memberikan rasa aman kepada anggota koperasi. Dengan
adanya penjaminan, anggota dapat merasa lebih
terlindungi dari risiko kehilangan simpanan akibat
masalah internal koperasi.

Regulasi penjaminan simpanan bagi anggota
koperasi di Indonesia masih tergolong ambigu dan tidak
menyeluruh. Kekurangan dalam regulasi ini berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian lebih

lanjut bagi anggota koperasi.*

Seperti yang diketahui,
sektor perkoperasian merupakan salah satu sektor bisnis
pengelolaan uang yang mengandung risiko tinggi. Oleh
karena itu, untuk perkembangan dan perlindungan hak-
hak anggota koperasi, diperlukan kebijakan dari
Pemerintah yang dapat menjamin perlindungan simpanan
anggota koperasi.’

Dalam™ konteks ™ konstitusional,” perkoperasian

diatur oleh Pasal 33 ‘Undang’ Undang "Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945, sebagai bentuk ekonomi rakyat

4 Agus Saiful Abib dkk, “Konsep Lembaga Penjamin Simpanan
Pada Koperasi Indonesia,” Jurnal Arena Hukum, volume 13, nomor 3
(Desember 31, 2020): 463,
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.4.

5> Hariyanto, “Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota
Koperasi.” Jurnal llmu Hukum, Mizan, (2012), him. 48.



berbasis asas kekeluargaan. Saat ini, regulasi koperasi di
Indonesia diatur melalui berbagai peraturan, termasuk
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1995 Tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi, serta beberapa Peraturan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah.®

Meski demikian, dari berbagai regulasi yang ada,
belum terdapat aturan hukum spesifik mengenai
perlindungan atau penjaminan terhadap penyimpangan
dana anggota yang menyebabkan kerugian. Perlindungan
dana anggota hanya tersirat dalam Pasal 33 Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil , yang
berkaitan dengan urutan pembayaran kewajiban saat
pembubaran koperasi. Pembayaran kewajiban ini sangat
bergantung pada sisa harta kekayaan koperasi yang
dibubarkan, yang berarti jika tidak ada sisa harta,
simpanan anggota tidak dapat dikembalikan.-Akibatnya,
bentuk’ perlindungan hukum™ini belum dapat menjamin
kepastian dan ‘keamanan bagi simpanan anggota.

Perlindungan hukum wuntuk dana anggota
sebenarnya sempat diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, yang

6 Setiyarini, “Pemikiran Mohammad Hatta tentang Ekonomi
Koperasi Tahun 1925-1953,” AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah,
Volume 2, No. 3, (Oktober 2014), hlm. 212.



mewajibkan pemerintah membentuk lembaga penjamin
simpanan. Namun, setelah keputusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 028/PUU-XI/2013, Undang-Undang
Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
tidak berlaku lagi, sehingga ketentuan Pasal 94 pun
menjadi tidak berlaku, sehingga tidak ada kepastian
hukum. Kepastian hukum adalah fondasi penting dalam
regulasi penjaminan simpanan. Hal ini mencakup
kejelasan, kepastian, dan keterapan hukum yang dapat
melindungi hak-hak anggota koperasi secara adil dan
merata.

Dari uraian sebelumnya, terlihat bahwa kasus-
kasus = yang telah diamati menunjukkan bahwa
perlindungan hukum untuk nasabah koperasi selama ini
lebih berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku
kejahatan. Sementara itu, hak-hak sipil korban, dalam
konteks _ini__nasabah koperasi, _seringkali tidak
mendapatkan: perhatian- yangr memadai. Perlindungan
hukum seharusnya” mencakup -aspek” pidana” dan sipil
secara menyeluruh: Mengingat pentingnya ‘hal ini, maka
menjadi menarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang
bagaimana penjaminan bagi anggota koperasi di
Indonesia dapat diimplementasikan sebagai bentuk

perlindungan hukum yang efektif.



Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di
atas, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi
penjaminan simpanan yang ada dan bagaimana regulasi
tersebut memberikan kepastian hukum dan maslahah bagi
anggota koperasi. Fokus kajian tersebut kemudian
dirumuskan dalam judul “Regulasi Penjaminan Simpanan
bagi Anggota Koperasi di Indonesia dalam Perspektif
Kepastian Hukum dan Maslahah”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut di
atas, yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana kepastian hukum dalam penjaminan
simpanan bagi anggota koperasi di Indonesia?
2. Bagaimana regulasi pengaturan penjaminan simpanan
bagi anggota koperasi dalam perspektif Maslahah?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
15 Tujuan dari penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian
ini memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Mengkaji dan menganalisis kepastian hukum
regulasi penjaminan simpanan bagi anggota

koperasi di Indonesia.



b.

Mengkaji dan menganalisis regulasi pengaturan
penjaminan simpanan bagi anggota koperasi dalam

perspektif Maslahah.

2. Kegunaan Penelitian

a.

Kegunan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah
bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang
hukum ekonomi dan bisnis syariah khususnya
pada penjaminan simpanan pada koperasi di
Indonesia, serta memberikan pemikiran ilmiah
terkait pengaturan penjaminan simpanan bagi
dana anggota koperasi di Indonesia.

Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi di bidang pembaharuan
hukum, khususnya hukum ekonomi dan bisnis
syariah. Menambah bahan kepustakaan dibidang
hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan
penjaminan simpanan dana anggota Koperasi. Bagi
pemangku kebijakan, penelitian 1ini  dapat
digunakan sebagai bahan masukan bagi para
pemangku kebijakan baik di eksekutif, legislatif
maupun  yudikatif —agar dapat menjadi

pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait
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penjaminan simpanan bagi dana anggota koperasi
di Indonesia.
D. Telaah Pustaka
Sub judul telaah pustaka ini mendeskripsikan kajian
pustaka yang berisi hasil penelitian terdahulu yang relevan
dengan aspek dan fokus penelitian. Bagian ini penting
dilakukan sebagai bahan eksplorasi teoritis, menghindari
plagiat, memberikan gambaran tentang fokus penelitian,
dan menjelaskan kontribusi kebaharuan dari hasil penelitian
sebelumnya.

Penulis telah melakukan telaah serta pencarian dari
berbagai sumber terkait penelitian atau kajian seputar
penjaminan simpanan bagi koperasi. Berdasarkan hasil
penelusuran tersebut, penulis menemukan beberapa hasil
kajian dan penelitian terkait. Berikut dipaparkan beberapa
hasil telaah pustaka yang memiliki relevansi dengan
penelitian yang penulis lakukan.

Kajian ryang dilakukan eleh Gunawan-Hariyanto
dengan "judul “Perlindungan™ Hukum® Dana- Simpanan
Anggota “Koperasi?. Penelitian® int bertujuan untuk
mengevaluasi  perlindungan hukum terhadap dana
simpanan anggota koperasi di Indonesia dan untuk
menentukan peran pemerintah dalam melindungi dana
tersebut dari praktik penyelewengan oleh manajemen

koperasi. Penelitian ini memiliki temuan bahwa regulasi
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hukum yang berlaku untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
dan Unit Simpan Pinjam (USP) masih memiliki kelemahan
yang memungkinkan penyelewengan dana anggota.’
Sementara itu, Penelitian yang ditulis oleh Nyoman Bayu
Sadewa dengan judul "Perlindungan Hukum Simpanan
Anggota Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam
di Kabupaten Sleman dalam Kaitannya dengan
Pembentukan Lembaga Penjamin pada Koperasi,"
penelitian ini bersifat empiris normatif. Tujuannya adalah
untuk memahami bagaimana simpanan anggota Koperasi
Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam di Kabupaten
Sleman dilindungi secara hukum, khususnya berkaitan
dengan pembentukan lembaga penjamin. Analisis kualitatif
dari data yang terkumpul menghasilkan temuan bahwa
perlindungan hukum untuk simpanan anggota tertuang
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, namun
perlindungan tersebut masihsbelum: memberikan jaminan
kepastian dan keamanan ‘yang penuh, ‘karena-tergantung
pada aset-Koperasi® Simpan* Pinjam* atau Unit Simpan

Pinjam yang dibubarkan.®

7 Gunawan Hariyanto, ‘Perlindungan Hukum Dana Simpanan
Anggota Koperasi’, Jurnal llmu Hukum Mizan, 2012, hlm. 48.

8 Nyoman Bayu Sadewa, ‘Perlindungan Hukum Simpanan
Anggota Koperasi Simpan Pinjam Atau Unit Simpan Pinjam Di Kabupaten
Sleman Dalam Kaitannya Dengan Pembentukan Lembaga Penjamin Pada
Koperasi’ (Skripsi Universitas Gajah Mada, 2018).
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agus Saiful
Abib, B. Rini Heryanti, dan Dhian Indah Astanti, tahun
2020 dengan judul "Konsep Lembaga Penjamin Simpanan
pada Koperasi Indonesia", penelitian ini mengggunakan
metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan
untuk menganalisis konsep dan regulasi lembaga penjamin
simpanan pada koperasi di Indonesia. Temuan dalam
penelitian ini menemukan bahwa pengaturan lembaga
penjamin simpanan pada koperasi belum diatur secara
eksplisit dalam Undnag-Undang Nomor 25 Tahun 1992
Tentang Perkoperasian.’

Penelitian yang ditulis oleh Tebry Shintya Pratiwi
pada tahun 2022 berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap
Simpanan Anggota Koperasi Credit Union", menggunakan
metode penelitian analisis kualitatif dengan fokus studi
pada mekanisme perlindungan hukum. Penelitian ini
menjelaskan  bahwa perlindungan simpanan anggota
Koperasi. Credit Union biasanyasditanggung eleh koperasi
itu sendiri atau melalui ‘kerjasama dengan Pusat Koperasi

Kredit ataubank’ pemerintah."Namun, 'belum ada lembaga

 Agus Saiful Abib, B Rini Heryanti, and Dhian Indah Astanti,
‘Konsep Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Indonesia’, Jurnal
Arena Hukum, 13.3 (2020), 463
<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.4>.
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khusus yang dibentuk pemerintah untuk menjamin
simpanan anggota koperasi credit union. '°

Kajian yang dilakukan oleh Atika Maghfiroh yang
berjudul "Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan Pada
Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian" fokus
kajiannya adalah pada krisis kepercayaan yang muncul di
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang disebabkan oleh
manajemen yang lemah dan kurangnya pengawasan dari
anggota. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif
dengan pendekatan perbandingan dan perundang-
undangan, mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang
Perkoperasian tentang pembentukan Lembaga Penjamin
Simpanan untuk Koperasi Simpan Pinjam. Menegaskan
bahwa pemerintah wajib membentuk Lembaga Penjaminan
Simpanan untuk Koperasi Simpan Pinjam, namun hingga
saat penelitian, regulasi terkait belum terbentuk. Lembaga
Penjaminans Simpanany bagi. Koperasi sSimpan Pinjam
diidentifikasi sebagai lembaga independen yang berada di
bawah kementerian " perkoperasian dan beroperasi mirip

perusahaan asuransi dalam hubungan transaksionalnya

10 Tebry Shintya Pratiwi, ‘Perlindungan Hukum Terhadap
Simpanan Anggota Koperasi Credit Union’ (Skripsi Universitas Islam
Indonesia, 2022).
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dengan Koperasi Simpan Pinjam, menawarkan jaminan
simpanan.'!

Berdasarkan telaah pustaka yang telah diambil oleh
penulis mengidentifikasikan bahwa dalam penelitian yang
dilakukan Gunawan Hariyanto dan Nyoman Bayu Sadewa
lebih cenderung mengkaji perlindungan hukum simpanan
anggota dalam kerangka regulasi yang ada dan
kelemahannya. Penelitian lain yang lebih spesifik, misalnya
oleh Agus Saiful Abib dkk yang berjudul “Konsep
Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Indonesia”
menegaskan belum ada pengaturan eksplisit mengenai
lembaga penjamin simpanan di sektor koperasi. Penelitian
lain yang lebih spesifik, seperti penelitian Tebry Shintya
Pratiwi dan Atika Maghfiroh yang lebih berfokus pada
analisis kasus spesifik dan mekanisme perlindungan dalam
Koperasi  Simpan Pinjam dan Credit Union. Dalam
penelitian  diatas, dapat_disimpulkan bahwa masih ada
kekosongan penelitians ~Kekosongan penelitian. yang
dimaksud penulis adalah™tentang penjaminan” simpanan
dalam"prespektif kepastian hukum dan Maslahah, karena
penelitian sebelumnya belum ada yang membahas lebih

lanjut terkait kepastian hukum dan Maslahah.

' Atika Maghfiroh, ‘Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan
Pada Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2010 Tentang Perkoprasian’ (Skripsi Universitas Brawijaya, 2014).
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Penelitian ini memiliki fokus analisis yuridis
penjaminan simpanan anggota koperasi khususnya dalam
Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang
Perkoprasian dan perlunya reformasi atau penyempurnaan
regulasi penjaminan untuk menjamin kepastian hukum dan
melindungi maslahah anggota koperasi. Ini menjadikan
penelitian yang dilakukan tidak hanya penting dalam
konteks akademis, tetapi juga sangat relevan untuk pembuat
kebijakan dan praktisi dalam sektor koperasi, menawarkan
arahan konkret untuk reformasi regulasi yang lebih efektif
dan adil bagi anggota koperasi.

Kerangka Teoritik

Skripsi dengan fokus pada "Regulasi Penjaminan Simpanan
bagi Anggota Koperasi| di Indonesia dalam Perspektif
Kepastian Hukum dan Maslahah" menggunakan dua teori
utama sebagai kerangka pikirnya: teori kepastian hukum
dan teori Maslahah.

1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Redburch’ mengatakan bahwa hukum-yang baik
adalah’ ketika “hukum ‘tersebut’ terdapat nilai keadilan,
kegunaan, dan kepasatian hukum. Kepastian hukum
merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan
sewenag-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan
mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan

tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum,
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karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan
lebih tertib.'?

Teori kepastian hukum adalah prinsip dasar dalam
sistem hukum yang menekankan pentingnya regulasi yang
jelas, pasti, dan dapat diandalkan. Menurut Hayek,
kepastian hukum mencakup aspek prediktabilitas, yaitu
kemampuan subjek hukum wuntuk memahami dan
memprediksi  aturan-aturan yang mengatur perilaku
mereka. Ini juga termasuk bagaimana aturan-aturan
tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam
praktik, sehingga memungkinkan individu untuk
mengantisipasi konsekuensi hukum dari tindakan mereka.'?

Penelitian ini menggunakan teori kepatian hukum
untuk menganalisis sejauh mana regulasi yang ada
memberikan jaminan kepastian hukum kepada anggota
koperasi, khususnya terkait dengan penjaminan simpanan
mereka. Kepastian hukum dalam konteks ini berkaitan
dengan pseberapas, efektif- regulasiy dalam .memberikan
perlindungan’ dan kepastian “kepada ‘anggota ‘koperasi

tentang status dan keamanan simpanan-mereka.

12 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,
(Yogyakarta: Liberty, 2007), him.160.

3 Supriyono, ‘Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan
Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat’, FENOMENA, 15.1 (2017),
1567-82 (p. him. 1574).
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Teori kepastian hukum menawarkan lensa untuk
mengkaji efektivitas regulasi dari segi kejelasan,
konsistensi, dan penerapannya dalam praktik, yang sangat
penting dalam konteks penjaminan simpanan. Tanpa
kepastian hukum, anggota koperasi mungkin ragu untuk
menyimpan dananya di koperasi, yang pada gilirannya
dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan koperasi
itu sendiri. Dengan menerapkan teori kepastian hukum,
penelitian in1i mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi
yang ada dan potensi perbaikannya.

2. Teori Maslahah

Teori Maslahah, yang berasal dari konteks hukum Islam,
berfokus pada konsep kesejahteraan atau kebaikan umum,
teori ini berfokus pada pemahaman tentang manfaat atau
menolak mudharat dalam konteks hukum syariah.'
maslahah dalam bahasa Arab memiliki arti perbuatan-
perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Dalam
halini adalah segala sesuatu yangbermanfaat bagi manusia,
baik-yang diperoleh secara langsung atau melalui suatu
proses. Proses’ ini ‘mencangkup * keuntungan atau
kemanfaatan dan ketenangan, serta mencegah dan

melindungi seperti menghindari kerugian. Jadi segala

14 Moh Bahrudin, IImu Ushul Figh (Bandar Lampung: AURA,
2019), hlm. 68. Lihat juga Rachmat Syafe’i, //mu Ushul Figih (Bandung:
Pustaka Setia, 2007), hlm. 92.
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sesuatu  yang mengandung manfaat patut disebut
Maslahah."

Para ahli dalam menjelaskan maslahah memiliki
kesamaan dalam hal substansi akan tetapi memiliki redaksi
yang berbeda-beda seperti yang diungkapkan Al-

Khawarizmi sebagai berikut:
1631 e dulial) aday £ LAY 3 gualla o dBdlaal) ;daliaally ) sl

Al-Khawarizmi menjelaskan bahwa yang dimaksud
dengan maslahah adalah menjaga tujuan pembuat hukum
(syariat) dengan menolak kemudaratan dari ciptaan
(manusia). Penjelasan Al-Khawarizmi tentang mashlahah
befokus pada mencegah atau menolak pada kemudharatan.

Dalam skripsi ini, teori mas/ahah digunakan untuk
mengevaluasi sejauh mana regulasi penjaminan simpanan
memberikan manfaat dan melindungi kepentingan anggota
koperasi. maslahah dalam konteks penjaminan simpanan
berkaitan dengan ' bagaimana regulasi dapat ‘memastikan
bahwa anggota koperasi merasakan manfaat nyata dari
sistem./ penjaminan’,'tersebut, tidak »hanya’ dalam hal
keamanan finansial tetapi juga dalam meningkatkan

kepercayaan dan stabilitas dalam sistem koperasi.

15 Agus Miswanto, Ushul Figh: Metode Ijtihad Hukum Islam, ed.
Nurodin Usman (Magelang: UNIMMA PRESS, 2019), him. 161.

16 Al-Zuhaili Wahbah, Usul Al-Figh Al-Islami (Damaskus: Dar al-
Fikr, 1987). Juz II, hlm.757.
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Teori maslahah memperluas analisis untuk
memastikan bahwa regulasi tersebut tidak hanya sekedar
ada, tapi juga memenuhi tujuan utamanya, yaitu melindungi
dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Dengan
menerapkan teori Maslahah, penelitian ini membuka
pandangan lebih luas tentang bagaimana regulasi tersebut
dapat atau seharusnya diarahkan untuk melayani
kepentingan terbaik anggota koperasi. Ini menciptakan
sebuah dasar yang kuat untuk merekomendasikan
perubahan atau penyempurnaan dalam regulasi penjaminan
simpanan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga
bermanfaat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah termasuk pada jenis
penelitian kepustakaan (/ibrary Research), yang
memfokuskan pada penggalian dan analisis mendalam
terhadap sumberssumber;tertulis serta literatur relevan
dengan topik yang diulas. ‘Studi ini mengambil bentuk
deskriptif-analitis, / ‘dengan * bagian ‘deskriptifnya
ditujukan untuk menguraikan secara terperinci
fenomena atau fakta yang diamati, memberikan data
spesifik mengenai subjek tersebut. Khususnya, akan
digambarkan fenomena dan fakta yang berhubungan

dengan regulasi penjaminan simpanan di koperasi. Di
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sisi lain, elemen analisis dari penelitian ini akan

melibatkan koleksi dan organisasi data secara

terstruktur, yang kemudian akan dianalisis secara teliti
untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan
mengeksplorasi  implikasi dari informasi yang
diperoleh.!’

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

terdiri dari sumber hukum sekunder yang terdiri dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum ini terdiri dari
Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 Tentang
Lembaga keuangan mikro dan Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang
nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

b: yBahan Hukumgy Sekunder: jDalam penelitian ini,
bahan hukum sekunder terdiri dari' sumber-sumber
yang menerangkan ‘lebih lanjut tentang bahan
hukum primer, termasuk buku-buku, artikel dari

jurnal ilmiah, laporan-laporan, berita, dan

7 Noeng Mocehajir, Metode Penelitian Kualitatif, Cet.Ke-7
(Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.
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dokumen lain yang berkaitan dengan topik
penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier: Untuk penelitian ini, bahan
hukum tersier mencakup sumber-sumber yang
memberi  interpretasi  lebih  lanjut  dan
memperdalam pemahaman terhadap bahan hukum
primer dan sekunder, seperti ensiklopedia yang
berkaitan dengan Indonesia secara umum atau
hukum TIslam khususnya, serta kamus-kamus
istilah hukum dan bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui
metode studi literatur, yang ditujukan untuk
menghimpun  informasi dari  sumber-sumber
sekunder. Proses studi literatur ini mencakup
pengumpulan sejumlah besar dokumen hukum yang
relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan
mengandalkan pada-data sekunder, langkah-langkah
pengumpulan data termasuk “seleksi, evaluasi, dan
penyusunan sistematis ‘dati- literatur dan dokumen
yang terkait. Materi sekunder ini, yang meliputi
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang

diambil dar1 sumber literatur, kemudian diolah
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dengan teratur untuk menyajikan analisis yang
mendalam dan kategorisasi yang akurat.!®
4. Pendekatan Penelitian
Berdasarkan pada isu utama dan tujuan dari penelitian
ini, yang berkaitan dengan regulasi pengaturan
penjaminan simpanan bagi dana anggota koperasi,
pendekatan doktrinal menjadi fokus utama. Seperti
yang dijelaskan oleh Soetandyo Wingjosoebroto, di
Indonesia, metode penelitian hukum doktrinal
biasanya dikenal sebagai metode penelitian normatif
atau yuridis normatif. Pendekatan in1i mengandalkan
pada data sekunder dan diperkuat melalui analisis
yuridis. Metode yuridis normatif ini dipilih untuk
mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum
diterapkan, memeriksa konsistensi baik secara
vertikal maupun horizontal, serta mengorganisasi
sistematika hukum, dengan mengandalkan pada data
sekunden:
5.~Analisis Data

Teknik analisis data "dalam penelitian® ini adalah
deskriptif kualitatif. Proses analisis data dalam

penelitian ini adalah metode yang digunakan untuk

8 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2000), him. 2.

19 Soetandyo Wingjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan
Dinamika Masalahnya (Jakarta: Huma, 2002), him. 148.
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memeriksa, mengevaluasi, dan menginterpretasi data
yang diperoleh agar dapat menyimpulkan secara tepat
mengenai masalah yang sedang diteliti. Penyusun
skripsi ini mengadopsi pendekatan deduktif, yang
berarti memulai dari prinsip-prinsip umum dan
menarik kesimpulan yang lebih khusus dan terperinci.
Hal ini dilakukan setelah data yang terkumpul telah
ditinjau dengan teliti, termasuk definisi dan prinsip-
prinsip yang ada. Berdasarkan teori-teori yang
relevan, penyusun berupaya untuk mengolah data
tersebut menjadi formulasi yang lebih terfokus dan
terperinci.
G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusun dalam menyusun dan

menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca

dalam menelaah dan memahami disusunlah sebuah

sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima

bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi
latar "belakang-masalah, rumusan masalah; tujuan dan
kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini
menggambarkan karangka pemikiran penyusun dalam
melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan

masalah secara sistematis.
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Bab kedua, berisi tentang pembahasan kerangka
teori yaitu pembahasan teori masalahah dan kepastian
hukum.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum
regulasi dan pengaturan penjaminan simpanan bagi
anggota koperasi guna dapat memberi gambaran
permasalahan yang jelas dalam regulasi yang ada di
Indonesia.

Bab keempat, merupakan inti dari penyusunan
skripsi ini, yaitu analisis tentang bagaimana kepastian
hukum regulasi penjaminan simpanan bagi anggota
koperasi di Indonesia dan bagaimana regulasi
pengaturan penjaminan simpanan bagi anggota koperasi
dalam perspektif Maslahah

Bab kelima, penutup dari skripsi yang berisi
tentang hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk
kesimpulan dan saran-saran_yang konstruktif bagi

penelitian+penelitian sejenisidimasa selanjutnya.



BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas dapat

disimpulkan bahwa :

1. Kepastian hukum dalam penjaminan simpanan bagi
anggota koperasi di Indonesia tidak menjamin
kepastian hukum bagi anggota koperasi, karena
regulasi yang ada tidak memberikan kejelasan terkait
penjaminan  simpanan. Schingga, menimbulkan
kerugian bagi anggota koperasi karena koperasi
mengalami masalah/pailit.

2. Regulasi pengaturan penjaminan simpanan bagi
anggota koperasi dalam perspektif Maslahah belum
memberikan kemaslahatan bagi anggota koperasi.
Karena regulasi penjaminan belum memberikan
keamanan bagi nasabah dan_banyak menimbulkan
kemudharatan, ; sehingga regulasi .~ penjaminan
simpanan belum memberikan-Maslahah.

B. Saran

I. Pemerintah harus segera melakukan perubahan
terhadap regulasi penjaminan simpanan bagi angggota
koperasi agar regulasi tersebut dapat memberikan

kepastian hukum dan Maslahah bagi nasabah.
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2. Pemerintah perlu membentuk Lembaga Penjamin
Simpanan khusus untuk koperasi, serta memperbaiki
atau membuat regulasi yang baru terkait lembaga
penjaminan simpanan bagi anggota koperasi.

3. Masyarakat diharapkan selalu berhati-hati dalam
menginvestasikan uangnya di suatu lembaga keuangan.
Sebelum menabung diharapkan para nasabah mencari
informasi secara detail terlebih dahulu terkait lembaga

keuangan yang ingin dituju.
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